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PUTUSAN
Nomor 205/Pdt.G/2019/PA.Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang,
Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Sibak,
Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko sebagai
Penggugat;
melawan
Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang,
Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Sibak,

Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko sebagai

Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2019

telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko, dengan Nomor

205/Pdt.G/2019/PA.Mkm, tanggal 01 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal

19 Maret 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baja, Kabupaten
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Batam, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 134/23/111/2005, tanggal
19 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Baja, Kabupaten Batam. Dengan status
perkawinan antara Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di rumah saudara di Batam kurang lebih selama 1 tahun, lalu pindah
dan tinggal dirumah orang tua Tergugat di Sugai Penuh kurang lebih
selama 6 bulan, lalu pindah dan tinggal bersama dirumah kontrakan di
Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko sampai berpisah,
dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah
dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama anak Tergugat dan
Penggugat, lahir tanggal 13 Juli 2006, sekarang anak ikut bersama
Penggugat;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 10 tahun, setelah itu mulai
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang memiliki
hubungan dengan wanita lain dan Tergugat sudah mengakui itu semua,
Penggugat sudah berusaha bersabar dan memberikan pengertian tetapi
tetap tidak bisa sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan
antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus;

5. Bahwa, pada awal tahun 2016 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat disebabkan alasan-alasan yang Penggugat
kemukakan diatas, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah dan
tinggal dirumah saudara di Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten
Mukomuko;

6. Bahwa, semenjak itu akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal, Penggugat tinggal dirumah saudara di Desa Sibak, Kecamatan
Ipuh, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah
kontrakan di Desa Sibak, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko sampai

sekarang sudah berlangsung kurang lebih selama 4 tahun dan selama itu
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pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin lagi
kepada Penggugat termasuk untuk anak;

7. Bahwa, keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan di atas Penggugat
sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat
berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk membayar biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada

Pengadilan Agama Mukomuko, agar menjatuhkan putusan yang amarnya

sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

Subsider:
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan
yang dibacakan di depan sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan

yang sah;

Bahwa, Hakim Tunggal sejak awal persidangan telah menasehati

Penggugat dan menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah
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tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu
perceraian, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah
hadir ke persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat
dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya

Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat
gugatan Penggugat, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah
mengajukan bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
134/23/111/2005 tanggal 01 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Baja Kabupaten Batam, yang telah bermeterai cukup, telah
dinazegelen Kantor Pos, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya

dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P);

Bahwa, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:
1. Saksi |, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai
berikut;

e Bahwa, saksi adalah keponakan Penggugat dan kenal dengan Tergugat
sebagai suami Penggugat;

e Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

e Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
Batam, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Sungai Penuh,
terakhir pindah ke rumah kontrakan di Desa Sibak Kecamatan lpuh,
sampai berpisabh;

e Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
dikaruniai anak 1 orang yang saat ini ada pada Penggugat ;

e Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun tetapi setelah itu keadaan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran;
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e Bahwa, saksi sering mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan
Tergugat ;

e Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah
karena orang ketiga, Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;

e Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat bersama wanita lain tersebut
sedang dibonceng naik motor dengan berpegangan mesra, tangan
wanita itu memeluk pinggang Tergugat;

e Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama lebih kurang 3 tahun lamanya;

e Bahwa, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

e Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak
saling pedulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-
masing sebagai suami isteri;

e Bahwa, upaya keluarga sudah dilakukan, dan saksi pernah menasehati
Penggugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai
dengan Tergugat;

2. Saksi Il, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai
berikut;

e Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak 8 tahun
yang lalu, mengenal keduanya sebagai suami isteri;

e Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

e Bahwa, sejak bertetangga Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di
rumah kontrakan di Desa Sibak Kecamatan Ipuh, sampai berpisah;

e Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
dikaruniai anak 1 orang yang saat ini ada pada Penggugat ;

e Bahwa, awal bertetangga keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis saja tetapi setelah itu keadaan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

e Bahwa, saksi pernah satu kali mendengar langsung pertengkaran
Penggugat dan Tergugat, selain itu mendapat cerita Penggugat ;
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e Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah
karena orang ketiga, Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;

¢ Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama lebih kurang 3 tahun lamanya;

e Bahwa, awalnya Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman
bersama, kemudian Tergugat juga pergi dari rumah kontrakan mereka;

¢ Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak
saling pedulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-
masing sebagai suami isteri;

e Bahwa, upaya keluarga sudah dilakukan, dan saksi pernah menasehati
Penggugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai

dengan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat

menyatakan cukup tidak akan mengajukan pertanyaan tambahan;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi
dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada

pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala
sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan
yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat perkara ini
adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai gugat) antara orang-orang yang
beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
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Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut

Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan surat gugatan Penggugat
bahwa, Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Ipuh yang merupakan
wilayah hukum Pengadilan Agama Mukomuko, maka berdasarkan Pasal 73
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
Pengadilan Agama Mukomuko berwenang secara relatif memeriksa dan

mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang
telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baja Kabupaten Batam
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 134/23/111/2005 tanggal 19 Maret 2005
maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat
memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Penggugat mengajukan
gugatan cerai dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka
Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (legitima persona
standi in judicio) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak
hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk
hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan
disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan
bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut
dan telah melepaskan hak jawabnya karenanya berdasarkan ketentuan Pasal
149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan

tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
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Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah
berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati
Penggugat untuk rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi
usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui mediasi
sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RIl. Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya
dengan Tergugat rukun dan harmonis selama 10 tahun, akan tetapi setelah itu
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena orang ketiga, Tergugat
memiliki hubungan dengan wanita lain, yang sudah diakui oleh Tergugat. Yang
berpuncak pada pertengkaran terakhir pada awal tahun 2016 yang disebabkan
oleh permasalahan yang sama, yang akibatnya karena sudah tidak sanggup
lagi Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah
saudara Penggugat di masih di Desa Sibak, sehingga sejak saat itu terjadi
pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang

sudah berjalan lebih dari 3 tahun setengah lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak
memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugurlah
hak jawab Tergugat, sebagaimana doktrin ulama Islam yang diambil alih
sebagai sebagai bahan pertimbangan Hakim Tunggal, dalam Kitab Ahkamul

Quran, Juz 2, halaman 45 yang berbunyi :
A Ga Y alds ged g ald paliall 8 e oSIs ) o3 (1

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan
sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia

termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata
khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka
berdasarkan azas lex specialis derogat legi generalis ketidakhadiran Tergugat
dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki
kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah
menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut
Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap
hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim selain itu juga
berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa
perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan oleh karenanya dalil-dalil
gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 283 R.Bg. barang siapa
mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka beban

pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu
bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan
dalam Pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini

dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu berupa fotokopi kutipan akta nikah atas
nama Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan akta autentik yang
mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti
tersebut diterima kebenarannya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Maka
harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam
perkawinan yang sah belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi
ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga kedua belah pihak
telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini
(persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga
menghadirkan dua orang saksi yaitu Muhammad Irwansyah bin Tomi Arianto
dan Fitri Yeni binti Yurnalis Can kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan

telah disumpah sesuai agamanya karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk
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menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg,

sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat tersebut adalah
merupakan keluarga Penggugat yaitu keponakan Penggugat dan saksi kedua
adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat yaitu tetanggannya, maka telah
terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan
berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan
cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi, serta keterangan saksi-saksi
tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian
sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal
307, 308 dan 309 RBg karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat
oleh bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi Penggugat masing-masing
di bawah sumpah, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang masih terikat
perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun
dan harmonis sampai 10 tahun;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih
kurang 3 setengah tahun lamanya,;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan
sudah tidak saling mempedulikan satu sama lainnya dan tidak saling
menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lagi, serta
Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa, kedua saksi sudah menasehati Penggugat;

- Bahwa, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;
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Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar
Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat )
terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu
perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 143 ayat (1) dan
(2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi
untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan yang memuncak dan terus menerus yang sulit diperbaiki, serta
tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan
hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat
dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap,
bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan
menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Figih yang diambil
alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

Aladt Gla e adsa aulidl e

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik

(mempertahankan) kebaikan;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga
sakinah, mawaddah dan rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum
tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat
diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal

tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab
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Ghayah al-Maram, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan

Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

Al sl ade Uk leas 3 da s 3l At are i1 13

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah
sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya

dengan talak satu bain shughra’;

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-
menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang
lain” sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan
dengan fakta hukum di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat Penggugat
dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan

tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan
segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan
kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,
dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Hakim berpendapat Tergugat
sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai

tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti
lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum
Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan
dengan fakta hukum di atas, maka Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak
dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum
angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;
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Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan antara
Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dengan demikian
berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan cerai
Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro,

sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang

menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.
1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Sidang Hakim Tunggal yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 01 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh Syarifah Aini., S.Ag., M.HI
yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Yulia Elsiana, S.HI.,
sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
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Ketua Majelis,

Syarifah Aini, S. Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Yulia Elsiana, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Proses Rp. 75.000,00
3. Panggilan Rp. 900.000,00
4. PNPB Panggilan P/T Rp. 20.000,00
4. Redaksi Rp. 10.000,00
5. Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp.1.041.000,00

( satu juta empat puluh satu ribu rupiah )
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